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(STUDI KASUS DESA ADU, KECEMATAN HU’U KABUPATEN DOMPU) 

 

 

Oleh : 

WIDYA NINGSIH 

618110178 

 

 

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua 

angkat dalam pengangkatan anak di Desa Adu. 2) Untuk mengetahui hambatan-

hambatan yang ditemui dalam proses pelaksanaan pengangkatan anak di Desa 

Adu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitin 

hukum normatif empiris dengan pendekatan 1) Pendekatan non judicial case 

study. 2) Pendekatan judicial case study. 3)Pendekatan live case study. Sumber 

bahan hukum dan data adalah yang di peroleh  dari bahan hukum. Bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Analisis data yang dilakukan adalah dengan 

wawancara kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk uraian logis dan 

sistematis yang menghubungkan fakta yang ada. Hasil penelitian ini dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 1) Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang terjadi di 

Desa Adu menunjukkan bahwa alasan pengangkatan anak sebagian besar adalah 

karena tidak mempunyai anak. Usia anak angkat sebagian besar berusia di bawah 

enam tahun dan anak tersebut dari lingkungan keluarga sendiri yang mempunyai 

hubungan darah /kemenakannya. Dalam kenyataannya, ada beberapa orang tua 

angkat yang belum mengetahui kalau dalam pelaksanaan pengangkatan anak itu 

tidak hanya diperlukan adanya suatu penyerahan anak dari orang tua kandung 

kepada orang tua angkat saja, namun diperlukan pula adanya pengesahan melalui 

Penetapan Kantor Desa Adu bagi pemohon yang beragama Islam Juga diperlukan 

adanya perubahan data nama orang tua dari nama orang tua kandung berubah 

menjadi nama orang tua angkat dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dompu. 2) 

Akibat Hukum Pengangkatan Anak, terhadap kekuasaan orang tua kandung, 

kebanyakan pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan antara anak angkat 

dengan keluarga asalnya menjadi terputus. Hal ini disebabkan karena kebanyakan 

anak yang diangkat adalah dari kalangan keluarga sendiri, sedangkan terhadap hak 

mewaris, di samping mewaris harta gono-gini dari orang tua angkatnya, juga 

mewaris dari orang tuanya sendiri. 3) Hambatan-hambatan dalam proses 

pengangkatan anak di Desa Adu yaitu, pengangkatan anak yang berdasarkan 

dengan peraturan terlalu berbelit-belit membutuhkan banyak biaya, membutuhkan 

waktu yang lama. 

 

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan, maka semua rakyat 

Indonesia menerapkan hukum yang sama dalam kaitannya dengan 

perkawinan dalam Peraturannya yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya 

yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Hal ini merupakan satu 

langkah kemajuan dalam hukum kekeluargaan di Indonesia. 

Pasal 1 Undang-Undang tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan 

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia 

dan kekal di bawah Tuhan Yang Maha Esa. 

Akibat dari adanya suatu perkawinan adalah adanya hubungan antara 

suami isteri, hubungan antara orang tua dengan anak dan harta benda.  

Hubungan orang tua-anak terbentuk ketika seorang anak dilahirkan dalam 

keluarga. Namun, jika Anda tidak dikaruniai anak, masalah muncul baik 

dalam kelanjutan garis keluarga maupun kelanjutan harta.  

Perkawinan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga 

yang bahagia, termasuk yang berkaitan dengan tujuan perkawinan untuk 

memiliki anak. Namun, meskipun menikah, ada kasus di mana anak tidak 

dilahirkan sebagai ahli waris. Karena itu, sebagai aturan, pasangan yang 

sudah lama tidak dapat memiliki anak berpikir tentang adopsi. 
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Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang 

melekat pada harkat dan martabat semua manusia. Manusia harus tumbuh 

dan berkembang secara optimal baik fisik, mental dan sosial serta berakhlak 

mulia. Karena anak adalah generasi penerus orang tuanya dan generasi 

penerus bangsa dan negara. Anak sebagai generasi penerus tentu saja sangat 

diharapkan sekali keberadaannya dalam keluarga sebagai generasi penerus, 

sehingga perlu dibina, dirawat, dan dilindungi agar dapat tumbuh dan 

berkembang dengan baik. 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Angka 1, anak adalah setiap orang yang 

belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 

Dengan demikian, kehadiran anak dalam kehidupan berkeluarga 

sangat dinanti karena turut menciptakan suasana bahagia pasangan, namun 

terkadang harapan memiliki anak tidak muncul, namun setelah menunggu 

lama akhirnya terwujud.  

Adopsi bukanlah masalah baru di Indonesia. Hal ini karena 

pengangkatan anak secara adopsi telah dilakukan dengan cara yang berbeda 

dan dengan motif yang berbeda, tergantung pada sistem hukum yang 

berkembang di daerah yang bersangkutan.  

Menurut R. Soepomo, sistem hukum adat yang berlaku di Indonesia 

mengenai pengangkatan anak memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
1
: 

                                                           
1
 P. Soepomo, Hubung∂n Individu d∂n M∂sy∂r∂k∂t d∂l∂m Hukum Ad∂t, (J∂k∂rt∂: Pr∂dny∂ 

P∂r∂mit∂, 2015), hlm. 89 



3 

 

 
 

1. Mempunyai sifat kebersamaan atau komunal yang kuat, artinya 

manusia menurut hukum adat merupakan makhluk dalam ikatan 

kemasyarakatan yang erat, rasanya kebersamaan ini meliputi 

seluruh lapangan hukum adat. 

2. Mempunyai corak religius-magis yang berhubungan dengan 

pandangan hidup alam Indonesia; 

3. Hukum adat diliputi oleh pikiran penataan serba konkrit, artinya 

hukum adat sangat memperhatikan banyaknya dan berulang-

ulangnya perhubungan hidup yang konkrit; 

4. Hukum adat mempunyai sifat yang visual artinya perhubungan 

hukum dianggap hanya terjadi oleh karena ditetapkan dengan suatu 

ikatan yang dapat dilihat (tanda yang kelihatan). 

 

Pasal 1 ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 

Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyebutkan bahwa 

pengangkatan anak adalah perbuatan hukum mengeluarkan anak dari 

lingkungan orang tua, wali yang sah atau orang lain. Bertanggung jawab atas 

perawatan, pendidikan dan membesarkan anak ke dalam lingkungan rumah 

orang tua angkatnya.  

Menurut Hillman Hadiksuma dalam bukunya Hukum Perkawinan 

Adat, anak angkat adalah anak yang secara resmi dianggap oleh orang tua 

angkatnya sebagai anak sendiri menurut hukum adat setempat dengan tujuan 

untuk meneruskan garis keturunan dan/atau memelihara kekayaan keluarga.  

Adopsi berbeda dengan pemeliharaan anak karena adopsi memiliki 

implikasi hukum tersendiri. Membandingkan pengasuhan dan adopsi, adopsi 

ada di seluruh nusantara, tetapi pemeliharaan lebih inklusif.  

Adanya anak angkat disebabkan karena orang lain selain anak sendiri 

telah mengambil atau mengadopsinya. Anak angkat bisa laki-laki atau 

perempuan. Tidak ada batasan berdasarkan kapasitas jumlah anak yang dapat 

Anda adopsi. Dia bisa saja mengadopsi dua, tiga, atau lebih anak. Misalnya, 
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usia tidak masalah, tetapi banyak daerah memutuskan anak mana yang akan 

diadopsi. Mungkin seseorang yang masih bayi dan masih dalam kandungan. 

Batasan usia bervariasi menurut wilayah dan 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15 dan 16. 

Ada yang mengatakan mereka belum dewasa, tetapi dimungkinkan untuk 

mengadopsi anak dewasa. Ini sesuai dengan kegunaanya. 

Masyarakat Kabupaten Dompu berbicara tentang anak angkat yang 

mewarisi kedua orang tua angkat dan orang tua kandung mereka. Adopsi 

disini karena pengangkatan anak adalah pengangkatan anak dengan maksud 

agar anak angkat tersebut menjadi anak dari orang tua angkatnya. Sebagai 

anak saya sendiri dalam roh. Di sini timbul hubungan hukum antara orang tua 

angkat dan anak angkat. Ini mirip dengan hubungan antara orang tua dan 

anak-anak.  

Secara umum dapat dikatakan bahwa hak anak angkat sama dengan 

hak anak kandung. Jika anak kandung diberitahu bahwa mereka berhak untuk 

mengelola, mengurus, dan bekerja di harta orang tuanya seperti sawah dan 

ladang, anak angkat juga dapat melakukan hal yang sama. Anak angkat sama 

dengan anak kandung dan mempunyai kekuasaan untuk menghidupi orang 

tua angkatnya di hari tua, merawatnya jika sakit, dan mengatur hari-hari 

terakhirnya jika meninggal. 

Adopsi sering melibatkan anak laki-laki dan perempuan, dan sebagian 

besar pengadopsi adalah saudara, tetapi tidak jarang anak adopsi bukan dari 

anggota keluarga, seperti Anak-anak di panti asuhan, tempat ibadah. Tempat 

penampungan bayi terlantar dll. 
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Alasan adopsi meliputi:  

1. Untuk mengurus apabila sudah tua.  

2. Agar keluarganya tidak punah. 

3. Kasihan pada anak tersebut, karena yatim piatu. 

4. Sebagai pancingan, yaitu adanya kepercayaan bahwa dengan mengambil 

anak orang lain, maka akan mendapatkan anak kandung sendiri
2
. 

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, topik adopsi atau adopsi sudah lama 

ada bahkan melembaga. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang 

heterogen dengan suku dan budaya yang berbeda-beda, sehingga setiap 

daerah memiliki cara/aturan/tradisi tersendiri mengenai adopsi. Pengangkatan 

anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik anak dan tunduk pada 

adat istiadat setempat serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

angkat dengan orang tua kandung. Calon orang tua angkat harus beragama 

yang sama dengan yang dianut oleh calon anak angkat. 

Ajaran Islam menganjurkan agar umat Islam memiliki kewajiban 

untuk mendidik/mengasuh anak-anak yang tidak mampu, miskin dan 

terlantar. Namun, tidak boleh memutuskan hubungan atau hak dengan orang 

tua kandung. Perhatian semacam itu harus didasarkan pada penyantunan 

semata-mata, sesuai dengan nasihat ilahi. Dalam ajaran Islam, mengangkat 

anak ini disebut “Tabanni”.  

Hukum Islam membolehkan adopsi hanya jika: 
3
:  

1. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat 

dengan orang tua biologis dan keluarga. 

                                                           
2
 Ibid, hlm 90 

3
B. B∂sti∂n T∂f∂l, Peng∂ngk∂t∂n An∂k Menurut Hukum Ad∂t, Sert∂ ∂kib∂t-∂kib∂t hukumny∂ 

di kemudi∂n h∂ri, (J∂k∂rt∂:R∂j∂w∂li, 1989), hlm, 45. 
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2. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua 

angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua 

kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan 

sebagai pewaris dari anak angkatnya. 

3. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua 

angkatnya secara langsung, kecuali sekedar sebagai tanda 

pengenal/alamat. 

4. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam 

perkawinan terhadap anak angkatnya. 

 

Dari ketentuan di atas dapat kita lihat bahwa asas pengangkatan anak 

menurut hukum Islam adalah membesarkan anak dengan tujuan agar mereka 

tidak terlantar atau menderita dalam tumbuh kembangnya. 

Masalah adopsi di Kecamatan Dompu pada umumnya, dan Desa Adu 

Kecamatan Hu’u pada khususnya, sering mengalami berbagai kesulitan 

karena rute dan hasil yang berbeda tergantung pada wilayahnya. Apakah 

Anda masih anggota keluarga? Tidak, saya hanya merawat anak-anak dan 

membantu mereka tumbuh karena pertimbangan lingkungan keluarga. 

Dalam hal pengasuhan saja, bukan pengangkatan, dan perlu 

diperhatikan apa sebenarnya tujuan dari pengasuhan itu, apakah menerima 

anak itu sebagai anak angkat atau hanya sebagai anak untuk diasuh saja. 

Hukum adat tidak menguraikan bagaimana melegalkan adopsi anak. 

Yang biasa dilakukan adalah dengan membuat surat serah terima anak dari 

orang tua asal kepada orang tua angkat, di hadapan pejabat setempat, menurut 

tata cara. 

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 Junto. Nomor 6 

Tahun 1983, permohonan diajukan ke pengadilan negeri orang tua angkat 

untuk memberikan kepastian hukum atas surat tersebut.  
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Pasal 7 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Praktek Pengangkatan Anak mengatur tentang pengangkatan 

anak sebagai berikut: 

a) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia  

b) Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara 

Asing
4
. 

 

Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi: 

 

a) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. 

b) Pengangkatan anak berdasakan peraturan perundang-undangan
5
.  

 

Adopsi didasarkan pada kebiasaan setempat. Artinya, adopsi 

berlangsung dalam masyarakat yang secara jelas menegakkan adat dan 

kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dan pengangkatan anak itu dapat 

dikuatkan oleh pengadilan. 

 Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan 

meliputi pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak oleh 

panti asuhan. Ini dilakukan atas perintah pengadilan.  

Anak angkat dirawat dan diperlakukan seperti keturunannya sendiri, 

yang menimbulkan akibat hukum. Ini berarti bahwa anak memiliki tuntutan 

hukum terhadap orang yang mengadopsinya dan, di beberapa wilayah 

Indonesia, memiliki status hukum yang sama dengan keturunannya sendiri. 

Harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat pada saat meninggal. 

 Pelaksanaan pengangkatan anak secara teratur di antara warga negara 

Indonesia mengikuti tata cara yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan. 

                                                           
4
 Muderis Z∂ini, Adopsi, Su∂tu Tinj∂u∂n D∂ri Tig∂ Sistem Hukum, (J∂k∂rt∂: Sin∂r Gr∂fik∂, 

2002), hlm. 54 
5
 Ibid, Hlm. 56 
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Permohonan adopsi anak yang memenuhi syarat diajukan ke pengadilan 

untuk mendapatkan perintah pengadilan. 

Cara ini tidak mutlak. Artinya, tanpa surat, kedudukan pengangkatan 

anak adalah sah, dan mengingat komposisi masyarakat Indonesia yang 

heterogen, persoalan yang berbeda muncul dari cara pengangkatan anak dan 

bukan dari akibat yang ingin penulis pertimbangkan dalam konteksnya. 

Pengangkatan anak di kalangan warga negara Indonesia dan akibat hukumnya 

di Desa Adu. 

B. Perumusan Masalah 

Setelah membaca latar belakang di atas, maka timbul  beberapa 

masalah: 

1. Bagaimana Keabsahan Pengangkatan Anak yang di lakukan oleh 

masyarakat Desa Adu di tinjau dari Undang-Undang No. 54 Tahun 2007? 

2. Bagaimana Konsekuensi Pengangkatan Anak yang di lakukan oleh 

masyarakat Desa Adu di tinjau dari Undang-Undang No. 54 Tahun 2007? 

 C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian  

  1. Tujuan Penelitian  

Adapun penelitian yang penulis susun ini mempunyai tujuan antara lain: 

1. Untuk mengetahui tanggung jawab orang tua angkat dalam pengangkatan 

anak di Desa Adu. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam proses 

pelaksanaan pengangkatan anak di Desa Adu. 
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2. Kegunaan Penelitian  

        a. Manfaat Teoretis 

 Penelitian ini dilakukan sebagai prasyarat untuk memenuhi persyaratan 

dan memperoleh gelar Sarjana (S1) pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Mataram.  

b. Manfaat Praktis  

1. Bagi Kepala Desa, yaitu dapat dipakai sebagai masukan bagi para pihak 

yang     berhubungan dan berkepentingan dengan perwalian anak. 

2. Bagi calon orang tua angkat, yaitu agar lebih memperhatikan proses     

pengangkatan anak sesuai dengan peraturan yang berlaku, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak.  

3. Bagi masyarakat, yaitu dengan adanya hasil penelitian ini, dapat 

menambah informasi, pemikiran, pemahaman, atau tambahan 

pengetahuan mengenai pelaksanaan pengangkatan anak. 

D. Manfaat Penelitian  

Berdasarkan penelitian ini diharapkan ada dua macam manfaat yaitu 

manfaat praktis dan manfaat ilmiah. 

1. Manfaat praktis 

a. Pasangan yang tidak bermasalah dan lansia yang belum menikah dan 

ingin mengadopsi diberikan kemudahan ketika mengajukan 

permohonan kesejahteraan dan adopsi anak, dan menjadi orang tua 

yang bahagia.  
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b. Bagi peneliti sendiri, hasil penelitian ini harus berfungsi sebagai sarana 

untuk memajukan pengetahuan kita tentang masalah adopsi dan 

konsekuensi hukumnya.
6
 

2. Manfaat Ilmiah 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi 

faktual terkait pengangkatan anak dan akibat hukum pengangkatan anak 

bagi warga negara Indonesia.
7
 

E. Orisinalitas 

 Adapun orisinalitas dalam penelitian ini antara lain: 

1. Bondan Akhidaputra Nurhadi (2018) dengan judul penelitian” 

Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Kabupaten Gunungkidul Menurut 

Hukum Di Indonesia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana pelaksanaan pengangkatan anak di Gunungkidul?; dan 

Apakah sudah sesuai dengan aturan pengangkatan anak yang berlaku di 

Indonesia?. Studi tersebut menyimpulkan bahwa orang tua angkat 

mengadopsi anak karena mereka tidak memiliki anak, karena orang tua 

kandungnya miskin secara finansial, dan karena mereka merasa kasihan. 

Alasan sebenarnya orang tua kandung membesarkan anak-anak mereka 

kepada orang lain adalah ketidakmampuan untuk merawat mereka secara 

langsung, keadaan ekonomi yang sulit, atau menjadi yatim piatu. Praktek 

penerapan hukum adat di Gunung Kidul adalah sah secara praktek 

menurut SK No. 54 Tahun 2007, Pasal 9 ayat 1. Gunung Kidul, yang 

                                                           
6
 Ronny H∂nitijo Soemitro, Metodologi Peneliti∂n Hukum d∂n Jurimetri, (J∂k∂rt∂:  Gh∂li∂ 

Indonesi∂, 1990), hlm. 10. 
7
 Burh∂n Ashof∂, Metode Peneliti∂n Hukum, (J∂k∂rt∂: Rinek∂ Cipt∂, 2004), hlm,79. 
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secara adat mengangkat anak, belum diputus oleh pengadilan negeri atau 

didaftarkan pada kantor catatan sipil.
8
 

2. Fransiska Hildawati Tambunan (2013) dengan judul penelitian” Tinjauan 

Yuridis Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia Oleh Warga Negara 

Asing (Intercountry Adoption)”. Adapun permasalahan dalam penelitian 

ini adalah bagaimana proses pengangkatan anak Warga Negara Indonesia 

oleh Warga Negara Asing dan akibat hukum bagi anak Warga Negara 

Indonesia setelah adanya putusan pengadilan. Hasil penelitian ini 

memungkinkan kita untuk menyimpulkan bahwa proses pengangkatan 

WNA dilakukan melalui fasilitas penitipan anak. Sebelum memperoleh 

putusan pengadilan, calon orang tua angkat harus memenuhi semua 

persyaratan materiil dan administratif serta memperoleh surat rekomendasi 

dari Menteri Sosial. Direktur Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

Pengangkatan anak tersebut memiliki implikasi hukum, terutama dalam 

kaitannya dengan status kewarganegaraan anak tersebut
9
. 

3. Ahmad Ridha (2012) dengan judul penelitian” Pelaksanaan Pengangkatan 

Anak Melalui Penetapan Hakim Mahkamah Syar’iyah Di Banda Aceh. 

Rumusan masalah penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara 

pelaksanaan pengangkatan anak melalui putusan hakim Pengadilan 

Syariah Banda Aceh, dan untuk mengkaji perkara permohonan 

                                                           
8
Bond∂n Akhid∂putr∂ Nurh∂di, Pelaks∂n∂∂n Peng∂ngk∂t∂n An∂k Di K∂bup∂ten 

Gunungkidul Menurut Hukum Di Indonesi∂, Skripsi, (Universit∂s Isl∂m Indonesi∂, Yogy∂k∂rt∂, 

2018). 
9
Fr∂nsisk∂ Hild∂w∂ti T∂mbun∂n, Tinj∂u∂n Yuridis Peng∂ngk∂t∂n An∂k W∂rg∂ Neg∂r∂ 

Indonesi∂ Oleh W∂rg∂ Neg∂r∂ Asing (Intercountry Adoption), Skripsi (Universit∂s Negeri 

Sem∂r∂ng, Sem∂r∂ng, 2013). 
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pengangkatan anak oleh hakim Pengadilan Syariah Banda Aceh, serta 

pengetahuan dan pemahaman tentang bagaimana cara pengangkatan anak 

tersebut. untuk memantau praktik adopsi di Banda Aceh. Hasil penelitian 

menyarankan agar Pengadilan Syariah Banda Aceh perlu 

mensosialisasikan praktik pengangkatan anak untuk lebih memperhatikan 

syarat-syarat pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat agar tidak 

terjadi penyimpangan dari tujuan pengangkatan anak. Selain itu, bahkan 

setelah pengangkatan anak ditetapkan, perlu dilakukan pengawasan 

terhadap pelaksanaan pengangkatan anak tersebut
10

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

Ahm∂d Ridh∂, Pel∂ks∂n∂∂n Peng∂ngk∂t∂n An∂k Mel∂lui Penet∂p∂n H∂kim M∂hk∂m∂h 

Sy∂r’iy∂h Di B∂nd∂ Aceh, Skripis (Universit∂s Sumatr∂ Ut∂r∂, Med∂n, 2012). 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pengertian Pengangkatan Anak 

Anak merupakan anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa kepada 

pasangan suami istri, menambah kebahagiaan keluarga. Martabat seorang 

anak dan nilai kemanusiaan sepenuhnya setara dengan hak-hak mereka. 

Anak merupakan benih, potensi, generasi muda, dan memerlukan 

kesempatan tumbuh kembang yang optimal guna mewujudkan cita-cita 

perjuangan bangsa, yang berperan strategis dalam kelangsungan hidup 

bangsa. Apa yang dapat Anda lakukan secara fisik, mental dan sosial. 

Hal ini dimungkinkan jika suami istri memiliki keturunan (anak). 

Karena tujuan utama perkawinan adalah untuk memperoleh keturunan (anak), 

maka dapat dikatakan bahwa lingkungan keluarga tertutup jika tidak ada 

anak. 

Adopsi merupakan salah satu cara bagi pasangan yang sudah lama 

menikah namun belum bisa memiliki anak.
11

 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, pada pasal 1 angka 1, anak angkat 

adalah anak yang berhak dari lingkungan keluarga oleh orang tua, wali atau 

penanggung jawab lainnya. itu Untuk pemeliharaan, pengasuhan dan 

                                                           
11

 B∂mb∂ng W∂luyo, Peneliti∂n Hukum D∂l∂m Pr∂ktek, (J∂k∂rt∂: Sin∂r Gr∂fik∂,2002, 

hlm.43. 
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pengasuhan anak di lingkungan rumah orang tua angkatnya, dengan 

keputusan atau penetapan pengadilan. 

Selain itu, Pasal 1 angka (2) menyatakan bahwa pengangkatan anak 

adalah perbuatan hukum yang menghilangkan anak dari lingkungan 

kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab 

atas pengasuhan, pengasuhan, dan pengasuhan anak dalam lingkungan rumah 

tangga. sebuah aksi. orang tua angkat. .  

Yang dimaksud anak angkat adalah anak dari orang lain yang diangkat 

oleh suami istri menjadi anak kandungnya sendiri. Pengangkatan dilakukan 

menurut hukum adat setempat dengan tujuan untuk meneruskan keturunan 

dan melindungi harta kekayaan orang tua angkat. Sedangkan pengertian 

orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau 

ayah angkat dan/atau ibu angkat. Orang tua angkat adalah mereka yang diberi 

kuasa oleh peraturan perundang-undangan dan adat istiadat untuk mengasuh, 

membesarkan dan membesarkan anak. 

Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak menyebutkan bahwa anak angkat adalah anak yang telah 

dialihkan haknya dari lingkungan keluarga oleh orang tua, wali atau orang 

lain. 
12 Orang-orang yang bertanggung jawab atas pemeliharaan, pengasuhan, 

dan pengasuhan anak, sebagai akibat dari keputusan atau keputusan 

pengadilan, diterima di lingkungan rumah orang tua angkat.  

                                                           
12

 Muderis Z∂ini, Adopsi, Su∂tu Tinj∂u∂n d∂ri Tig∂ Sistem Hukum, (J∂k∂rt∂:Sin∂r Gr∂fik∂, 

1995), hlm.5-6. 
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 Selanjutnya Pasal 39 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa 

pengangkatan anak hanya dimungkinkan untuk kepentingan terbaik bagi anak 

dan dilakukan sesuai dengan adat istiadat setempat dan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan juga tidak memutuskan 

hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandung, dan calon 

orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. 

 Muderis Zaini, dalam bukunya “Adopsi” menyebutkan bahwa 

Mahmud Syaltut, membedakan dua macam arti anak angkat, yaitu : 

Pertama, integrasi anak ke dalam keluarga yang mereka kenal sebagai 

anak orang lain. Dia diperlakukan sebagai seorang anak dalam semua 

kebutuhannya akan cinta, penyediaan, pendidikan, dan pelayanan, bukan 

sebagai anak dari garis keturunannya sendiri. 

 Kedua, inilah arti dari kata "tabanni" (mengangkat anak secara 

mutlak). Menurut hak asasi manusia dan kebiasaan umum, Tavanni harus 

menerima ke dalam keluarga setiap anak yang dia kenal sebagai orang asing, 

yang bukan dari garis keturunannya tetapi yang memiliki hak dan ketentuan 

hukum sebagai anak. 

Dari pendapat Mahmud Syaltut di atas, jelaslah bahwa pengangkatan 

anak diperlakukan sebagai anak dalam segala aspek kasih sayang, 

pengasuhan, pendidikan dan pelayanan, dan bukan sebagai anak keturunan. 

Berkenaan dengan itu, Surojo Wignjodipuro dalam bukunya 

Pengantar dan Pokok-pokok Hukum Adat menetapkan batasan-batasan 

sebagai berikut: “Pengangkatan (adopsi anak) berarti memisahkan anak 
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sedemikian rupa sehingga timbul hak-hak keluarga antara orang yang 

mengangkat anak dan orang yang mengangkat anak, sebagaimana adanya 

antara orang tua dan orang tua kandung. anak ke dalam keluargamu sendiri. 

Seorang anak."  

 Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 

Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak menyatakan bahwa pada 

pengangkatan anak yang bersifat “intercountry” tersebut: maka sesuai dengan 

“European Convention on the Adoption of Children”, Antara lain disebutkan 

bahwa pengangkatan anak hanya sah jika disahkan oleh pengadilan melalui 

putusan atau putusan pengadilan, yang merupakan syarat esensial bagi 

pengesahan seorang anak. 

Adanya anak angkat disebabkan oleh seseorang yang dirampas atau 

dijadikan anak oleh orang lain selain anaknya sendiri. Anak angkat dapat 

berupa laki-laki atau perempuan. Tidak ada batasan berdasarkan kapasitas 

jumlah anak yang dapat Anda adopsi. Dia bisa saja mengadopsi dua, tiga, 

atau lebih anak. ini bukan tentang usianya
13 Banyak daerah yang memutuskan 

anak mana yang akan diadopsi, tetapi itu menjadi masalah. Mungkin 

seseorang yang masih bayi dan masih dalam kandungan. Tergantung 

wilayahnya, batas usianya adalah 3, 5, 7, 9, 10, 12, 15, atau 16 tahun. Ada 

yang mengatakan mereka belum dewasa, tetapi pilihan untuk mengadopsi 

anak dewasa tidak dikesampingkan. Ini sesuai dengan penggunaan itu. 

                                                           
13

Ibid, hlm.5. 
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 Di Kabupaten Dompu, adopsi tidak memutuskan ikatan keluarga 

antara anak angkat dan orang tuanya. Anak angkat masuk sebagai anggota 

keluarga orang tua angkat (gezinslid), tetapi bukan anak kandung dengan 

fungsi penerus keturunan ayah angkat. 

Adanya kebijakan dan peraturan yang dapat menciptakan suasana 

yang serasi dan harmonis saat pengangkatan anak sangat diperlukan. Adopsi 

adalah serangkaian peristiwa dalam hubungan keluarga yang membutuhkan 

cinta, rasa tanggung jawab dan keinginan yang tulus untuk melihat anak 

angkat sebagai miliknya sendiri.  

Pembedaan pengertian anak piaraan, anak angkat, anak terlantar, anak 

asuh, dan anak sah dijelaskan sebagai berikut. 
14

: 

1. Anak angkat adalah anak yang diambil seseorang untuk merawat 

anak-anakmu, memberi mereka makan, pakaian mereka, jika 

mereka sakit beri mereka obat untuk membantu mereka tumbuh 

menjadi dewasa, dan jika mereka sehat mereka akan diperlakukan 

seolah-olah mereka sendiri. Juga, jika orang tua angkat meninggal, 

hak waris orang tua angkat diakui. 

2. Anak piaraan adalah Seorang anak yang dirawat untuk tumbuh 

menjadi orang dewasa yang sehat. 

3. Anak asuh adalah Anak yang karena pertimbangan atau keputusan 

pengadilan dibesarkan oleh seseorang atau lembaga yang diasuh, 

diasuh, diasuh, diasuh atau dibesarkan di lingkungan rumah orang 

tua angkatnya. 

4. Anak terlantar adalah Anak-anak yang kebutuhan fisik, mental, 

emosional dan sosialnya tidak terpenuhi secara memadai. 

5. Anak sah adalah Anak yang lahir di dalam atau sebagai 

perkawinan yang sah. 

 

 Pada dasarnya, seorang anak yang baru lahir dianggap adopsi jika 

orang tua angkatnya mengakui anak tersebut “luar atau dalam” sebagai 

keturunannya. 

                                                           
14

 Ibid, hlm 10 
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 Ada tiga sistem hukum tentang pengangkatan anak di Indonesia. 

1. Pengangkatan anak dalam Hukum Barat (BW) 

 Pengangkatan anak merupakan salah satu perbuatan manusia, 

termasuk perbuatan perdata yang merupakan bagian dari hukum keluarga, 

dan mencakup segala hal yang berkaitan dengan hubungan antar 

manusia.
15

  

 Atas permintaan masyarakat, KUHPerdata tidak mengatur masalah 

pengangkatan anak ini, meskipun pengangkatan anak sangat umum terjadi 

di masyarakat, pemerintah Hindia Belanda berusaha untuk membuat 

peraturan tersendiri untuk pengangkatan anak ini. 

 Untuk itu, dikeluarkan Staatsblad No. 129 pada tahun 1917. Secara 

khusus, Pasal 5 sampai 15 yang mengatur masalah adopsi atau adopsi, 

umumnya dikenal sebagai komunitas Tionghoa, atau kelompok timur 

asing. 

 Pasal 5 Nomor 129 dari Staatsblad 1917 mengatur siapa yang dapat 

mengadopsi. Ayat (1) dengan demikian menyatakan bahwa seorang laki-

laki yang sedang atau telah kawin tidak dapat mengangkat seorang laki-

laki sebagai keturunan laki-laki yang sah, baik secara kelahiran maupun 

keturunan. Diadopsi.  

 Berdasarkan ketentuan di atas, pasangan tanpa anak, duda tanpa 

anak, atau janda tanpa anak dapat mengadopsi anak. Ini berbentuk wasiat 

dimana suami tidak mau mengadopsi anak. Di sini, tidak ada ketentuan 

                                                           
15

Soedh∂ryo Soimin, Himpun∂n D∂s∂r Hukum Peng∂ngk∂t∂n An∂k, (J∂k∂rt∂: Sin∂r Gr∂fik∂, 

2004 ), hlm.19. 
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khusus mengenai batasan usia bagi orang yang belum menikah atau 

perkawinan untuk membesarkan anak. 

 Prosedur adopsi diatur oleh Pasal 8 sampai 10 Staatblad 1917 

nomor 129, Pasal 8 yang menetapkan empat syarat untuk adopsi. 

a. Persetujuan orang yang mengangkat anak.
16

 

1) Jika anak angkat adalah anak sah dari orang tuanya, diperlukan 

persetujuan orang tua. Jika ayah meninggal dan ibu menikah lagi, 

diperlukan persetujuan ahli waris sebagai wali dan penguasa 

perwalian. 

2) Jika anak yang akan diangkat adalah anak yang lahir di luar 

perkawinan, diperlukan persetujuan orang tua yang menerima 

anak itu sebagai anak, dan jika anak itu sama sekali tidak dapat 

diakui sebagai anak, persetujuan wali dan otoritas orang tua 

diperlukan. pewaris Halle. 

3) Jika anak angkat berusia 19 tahun atau lebih, persetujuan anak 

juga diperlukan. 

4) Jika anak angkat adalah seorang janda, maka diperlukan 

persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari suami yang telah 

meninggal, dan jika saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup 

tidak berjumlah 30 orang atau tidak berdomisili di Indonesia, 

garis keturunan laki-laki sampai derajat kekerabatan diperoleh 

dengan persetujuan dari anggota keluarga laki-laki dari suami 

yang meninggal. 

 

2. Pengangkatan anak dalam Hukum Adat 

 Secara umum, sistem hukum adat Indonesia berbeda dengan hukum 

Barat yang liberal dan individualistis. Menurut R. Soepomo, common law 

kita memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
17

 

a. Memiliki rasa solidaritas dan rasa kebersamaan yang kuat berarti 

masyarakat common law hidup dalam ikatan sosial yang erat, karena 

rasa kebersamaan ini meliputi seluruh lingkup common law. 

b. Memiliki corak religius dan magis yang dikaitkan dengan gaya hidup 

alam Indonesia. 

                                                           
16

 B. B∂stian T∂f∂l, Peng∂ngk∂t∂n An∂k Menurut Hukum Ad∂t, Sert∂ ∂kib∂t-∂kib∂t hukumny∂ 

di kemudi∂n h∂ri, (J∂k∂rt∂ : R∂j∂w∂li, 1989 ), hlm. 45.  
17

 Ibid, hlm. 47 
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c. Artinya, common law sangat memperhatikan jumlah dan 

pengulangan hubungan kehidupan yang kongkrit. 

d. Dengan kata lain, common law memiliki kualitas visual. Dengan 

kata lain, hubungan hukum timbul justru karena ditentukan oleh 

ikatan yang tampak (visible sign).  

 

  Oleh karena itu, bagi masyarakat Indonesia, isu anak angkat atau 

adopsi juga harus menunjukkan ciri solidaritas antar wilayah yang berbeda, 

namun tentunya kekhasan masing-masing daerah membentuk keragaman 

budaya suku bangsa di Indonesia. 

3. Pengangkatan anak dalam Hukum Islam 

 Dalam hukum Islam yang bersumber dari Islam, umat Islam 

dianjurkan untuk mengasuh anak-anak lain, seperti anak-anak yang tidak 

mampu, miskin, atau terlantar. Sebagaimana dinyatakan dalam Surah Al-

Ahzab (33:4-5), menurut nasehat Allah, penghidupan harus didasarkan 

semata-mata pada rumusan sebagai berikut  

a. Allah tidak menjadikan dua hati dalam dada manusia. 

b. Anak angkatmu bukanlah anak kandungmu. 

c. Panggillah anak angkatmu menurut nama bapaknya. 

Hukum Islam tidak mengenal pengangkatan anak, hanya kapasitas 

atau pengaturan pengangkatan anak. Hal ini terlihat dari hasil 

pembentukan tim peneliti hukum Islam di Departemen Pengembangan 

Hukum Nasional pada Seminar Tinjauan dan Evaluasi Hukum yang 

diadakan di Jakarta pada tahun 1980/1981, yang digunakan sebagai bahan 

utama untuk menyusun rancangan undang-undang tentang pengangkatan 
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anak. .mengusulkan ide. Dari sudut pandang hukum Islam, terlihat seperti 

ini:
18

: 

a. Lembaga adopsi tidak dilarang dalam Islam. Bahkan Islam 

membenarkan dan mendorong adopsi untuk kepentingan anak dan 

kesejahteraan orang tua. 

b. Pembatasan pengangkatan anak harus diatur dengan undang-undang 

yang sesuai. 

c. Istilah yang digunakan harus disatukan dengan istilah "adopsi" dengan 

mengesampingkan istilah lain. 

d. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak 

angkat dengan orang tuanya atau keluarga orang tua anak. 

e. Hubungan keuangan antara anak angkat dengan orang tua angkat harus 

berkaitan dengan hibah dan wasiat. 

f. Upaya harus dilakukan untuk konsisten dengan hukum agama dalam 

melanjutkan pernyataan yang ditemukan di Common Law Society 

tentang adopsi anak. 

g. Adopsi anak oleh orang asing harus lebih ketat dibatasi. 

h. Adopsi anak oleh pemeluk agama lain tidak diperbolehkan. 

 

B. Tujuan Pengangkatan Anak 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 

Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menyatakan dalam Pasal 2 bahwa 

pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik anak dalam kaitannya 

dengan terwujudnya kepentingan terbaik bagi anak dan perlindungan anak. , 

yaitu h, didasarkan pada kebiasaan dan ketentuan hukum setempat.  

 Tujuan pengangkatan anak di Indonesia adalah: 
19

: 

a. Karena tidak mempunyai anak. 

1. Karena kasihan anak karena orang tua anak tidak mampu merawat 

mereka. 

2. Karena bersimpati bahwa anak tersebut tidak memiliki orang tua 

(yatim). 

b. Dia memiliki anak laki-laki terlebih dahulu, kemudian anak perempuan 

diadopsi, dan sebaliknya. 
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c. Sebagai nelayan dimana orang yang tidak memiliki anak dapat memiliki 

anak kandung. 

d. Untuk meningkatkan energi keluarga. 

e. Dengan maksud agar anak angkat tersebut memperoleh pendidikan yang 

layak; 

f. Karena berbasis kepercayaan. 

g. Melanjutkan garis keturunan dan mencapai reproduksi bagi mereka yang 

tidak memiliki anak kandung. 

h. Jika ada hubungan keluarga dan belum memiliki anak, orang tua kandung 

anak akan diminta untuk pergi ke keluarga untuk mengadopsi anak. 

i. Diharapkan anak angkat dapat membantu di hari tua dan melanjutkan garis 

keturunan bagi mereka yang tidak memiliki anak. 

j. Sebagian karena saya bersimpati dengan nasib anak yang tampaknya 

belum terselesaikan. 

k. Memperkuat ikatan keluarga.  

l. Anak pertama sering sakit atau selalu meninggal, dan anak yang lahir 

diberikan kepada keluarga atau orang lain untuk diadopsi (adopsi), dengan 

harapan agar anak yang terkena selalu panjang umur dan sehat.  

 

Dalam kehidupan bermasyarakat, adopsi berpotensi meningkatkan 

kesejahteraan hidup berdampingan, misalnya dengan mengadopsi anak untuk 

mengurangi jumlah anak terlantar, membantu mengelola panti asuhan, atau 

mengurangi jumlah tunawisma. 

 Pengangkatan anak ini banyak dilakukan oleh keluarga Indonesia, 

terutama mereka yang tidak memiliki anak atau tidak mampu menjadi ayah 

bagi keturunannya sendiri. Namun, keluarga Anda mungkin sudah memiliki 

anak, tetapi Anda memiliki alasan lain untuk menerima anak, seperti 

menginginkan anak dengan jenis kelamin yang diinginkan. Anak angkat 

dapat berasal dari keluarga yang sama sekali tidak ada hubungan saudara, 

atau dari keluarga atau keluarga itu sendiri. 
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C. Jenis Pengangkatan Anak 

 Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, Pasal 7mengatur bahwa jenis-jenis pengangkatan anak 

adalah: 
20

: 

 a. Pengangkatan anak antar Dusun. 

 b. Pengangkatan anak antra Dusun ke Dusun. 

 

Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia, meliputi :  

 

a. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat. 

b. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.  

 Adopsi berdasarkan adat setempat, yaitu adopsi dalam suatu masyarakat 

yang masih mengamalkan adat dan kebiasaan yang sebenarnya dalam 

kehidupan bermasyarakat. Penunjukan ini dapat diminta untuk keputusan 

pengadilan. 

 Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi 

pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak oleh panti asuhan. 

Penunjukan ini dilakukan atas perintah pengadilan. Dalam penjelasan Pasal 10 

Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, yang dimaksud dengan “pengangkatan langsung” adalah 

calon orang tua angkat melakukan pengangkatan anak oleh calon orang tua 

angkat. Orang tua kandung berada dalam perawatan langsung. 

  Yang dimaksud dengan "pengangkatan anak oleh panti asuhan" di sini 

adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orang tua angkat dari 

calon anak angkat yang berada di panti asuhan yang ditunjuk oleh Menteri.  
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 Menurut Soerjono Soekanto, ada dua jenis adopsi. 

a. Adopsi Umum mencakup :  

1. Adopsi yang sifatnya terang dan tunai 
21

 

2. Adopsi yang sifatnya terang saja 

b. Adopsi Khusus, antara lain mencakup :  

1. Mengangkat orang luar menjadi warga suatu  

2. Mengangkat anak tiri menjadi anak kandung 

3. Pengangkatan derajat anak. 

 

D. Syarat-Syarat Pengangkatan Anak  

  Secara umum, permintaan ratifikasi/pengangkatan anak dapat 

dikategorikan sebagai berikut: 

a. Permohonan pengangkatan anak antar Dusun 

b. Permohonan pengangkatan anak yang ada di Dusun Sigi oleh orang tua 

angkat yang ada di Dusun Fanda Desa Adu.  

  Saat mengajukan permohonan adopsi antara Dusun dan Dusun, 

persyaratan berikut harus dipenuhi: 

a. Mengajukan permohonan secara lisan/tertulis kepada Ketua Pengadilan. 

Permohonan tersebut harus diajukan oleh pemohon/wakilnya yang sah, 

ditandatangani, dibubuhi meterai yang cukup, dan ditujukan kepada 

ketua pengadilan negeri yang memuat wilayah hukum anak. perumahan 

untuk diadopsi. 

b. Isi formulir permohonan menjelaskan alasan (motivasi) permohonan 

penerimaan/pengangkatan anak, yaitu manfaat masa depan anak. 

 Kondisi penerimaan adalah sebagai berikut. 

a. Anak belum mencapai usia 18 tahun 
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b. Anak tersebut adalah anak terlantar atau terlantar 

c. Di fasilitas penitipan keluarga atau penitipan anak 

d. Membutuhkan perlindungan khusus. 

 Menurut Pasal 12 ayat (2) PP No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak, usia anak angkat adalah: 

a. Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama 

b. Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua 

belas) tahun,sepanjang ada alasan mendesak 

c. Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belumberusia 18 

(delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan 

khusus. 

  Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan 

Pengangkatan Anak menyebutkan dalam Pasal 12 bahwa syarat pengangkatan 

anak meliputi:  

a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun 

b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan 

c. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak 

d. Memerlukan perlindungan khusus 

e. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama. 

 Saat mengajukan permohonan persetujuan/pengangkatan anak di antara 

Dusun, persyaratan berikut harus dipenuhi: 

1. Mengajukan permohonan lisan atau tertulis kepada Ketua Pengadilan. 

Permohonan ini dapat diajukan dan ditandatangani oleh pemohon 
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sendiri, dicap dan dialamatkan kepada Ketua pengadilan yang 

berwenang di tempat tinggal anak yang akan diangkat. 

2. Isi permohonan harus menyebutkan alasan (motif) permohonan 

pengangkatan anak yang bersangkutan.  

Persyaratan pengangkatan anak bagi warga negara Indonesia antara lain:  

1. Syarat bagi calon orang tua angkat (pemohon)  

a. Adopsi yang terjadi secara langsung antara orang biologis dengan 

orang tua angkat (adopsi pribadi) diperbolehkan. 

b. Adopsi oleh orang yang tidak menikah secara sah atau belum 

menikah (adopsi orang tua tunggal) diperbolehkan.  

2. Syarat bagi calon anak yang diangkat
22

 

a. Jika kelak anak akan diasuh oleh yayasan sosial, harus disertai 

dengan izin dari Menteri Sosial yang menyatakan bahwa yayasan 

yang bersangkutan boleh bekerja di bidang pekerja anak. 

b. Calon anak angkat dalam pengasuhan yayasan kesejahteraan di atas 

juga harus mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Sosial atau 

pejabat yang ditunjuk untuk dapat diajukan pengangkatan anak. 

  Persyaratan calon orang tua angkat harus memenuhi persyaratan 

sebagai berikut: 

a. Sehat jiwa dan raga 

b. Usia minimal tiga puluh (30) tahun dan maksimal lima puluh lima (55) 

tahun. 

c. Agama yang sama dengan agama anak angkat nantinya 

d. Berperilaku baik dan tidak pernah dihukum karena kejahatan 

e. Menikah selama 5 tahun atau lebih 
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f. bukan pasangan sesama jenis 

g. Tidak ada atau tidak ada anak atau hanya satu anak 

h. Secara ekonomi dan sosial dalam performa yang baik 

i. Mendapatkan persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau 

wali anak 

j. Memberikan pernyataan tertulis bahwa adopsi adalah demi 

kepentingan terbaik, kesejahteraan dan perlindungan anak 

k. Ada laporan sosial dari pekerja sosial setempat 

l. Telah mengasuh anak yang akan diadopsi sekurang-kurangnya enam 

bulan setelah izin pengasuhan diberikan; 

 

    Memperoleh izin dari Menteri dan/atau Kepala Instansi Sosial 

(Pasal 13 Keputusan No. 54 Tahun 2007). Selain pengangkatan anak oleh 

orang tua penuh dalam arti berpasang-pasangan, pengangkatan anak oleh 

orang tua tunggal juga dapat terjadi. Ini hanya dapat dilakukan oleh warga 

negara Indonesia dengan izin Menteri. Pemberian izin dapat dilimpahkan 

kepada direktur dinas sosial negara. 

    Klarifikasi Pasal 16 (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 

2007 tentang Praktek Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa “orang tua 

tunggal” adalah orang yang belum kawin atau janda/duda. 

E. Tata Cara Pengangkatan Anak 

Untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia diatur tata cara 

pengangkatan anak. Dengan kata lain, pengangkatan secara adat mengikuti 

prosedur yang berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan. 

Mengenai tata cara pengangkatan anak, di setiap daerah terdapat 

pengangkatan anak yang melibatkan upacara adat agung dengan dihadiri oleh 

tetua adat, pengangkatan anak yang mempertemukan kerabat dan tetangga 

dekat, dan pengangkatan anak yang hanya memerlukan persetujuan orang tua 

angkat. tertutupi. Realitas interaksi rumah tangga sehari-hari.  
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Menurut hukum adat Dompu, tidak ada upacara khusus, hanya perjanjian 

terbatas pada acara lega antara orang tua angkat dan orang yang melahirkan 

anak, dengan ada atau tidak adanya anggota keluarga, kerabat dekat orang tua 

angkat. Kepala Desa di Kelurahan. Pengangkatan anak dapat dilaporkan 

kepada kepala desa/kerlahan, tetapi dapat dilaporkan kepada kepala 

desa/kerlahan. 

Ada dua cara untuk mengadopsi anak secara legal di bawah hukum 

umum. 

1. Umum  

Berbeda dengan praktik umum ini, rekrutmen dapat dibagi lagi menjadi 

dua jenis: 
23

 

a. Terang terbuka dan tunai artinya pengangkatan anak dilakukan di 

hadapan pemuka adat dan disaksikan oleh masyarakat. Tunai artinya 

adopsi dilakukan dengan cara memberikan kembali makanan kepada 

keluarga, sesuai dengan adat setempat. Setelah itu, hubungan dan 

ikatan kekeluargaan diputus kembali dengan penyerahan benda 

tersebut. Anak tersebut kemudian menjadi anggota baru dari keluarga 

angkat. Oleh karena itu, pengangkatan anak ini tidak hanya menjadi 

urusan keluarga yang bersangkutan, tetapi juga bagi keluarga yang 

mengangkat anak tersebut. Oleh karena itu, anak angkat berasal dari 

luar marga angkat.  

b. Sarana non-transparan dan non-tunai Sarana non-transparan dan non-

tunai: anak-anak yang diadopsi atau dibebaskan secara transparan 

tanpa campur tangan anggota keluarga atau kepala desa, karena tidak 

diperlukan metode khusus untuk adopsi pembayaran kepada keluarga 

asal. 

 

Menurut undang-undang ini, tidak berarti bahwa anak angkat tanpa 

tindakan yang jelas dan non tunai tidak dianggap sama dalam kehidupan 

bermasyarakat dengan anak kandung dari orang tua angkatnya, bahkan 
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dalam hal pewarisan pun anak menerima barang-barang tersebut, 

meskipun mereka berasal dari orang tua kandungnya atau anggota 

keluarga angkatnya. 

Jika anak yang terakhir diadopsi, bukan hanya anak angkat yang 

dianggap sebagai hewan peliharaan, tetapi jika orang tua angkat 

menganggap atau menganggap anak kandungnya secara fisik dan mental, 

anak itu juga adalah hewan peliharaan, ada aturan bahwa mereka 

dianggap anak angkat. . 

2. Khusus 

Adopsi anak di sini memiliki tujuan yang berbeda dan melanggar 

hukum umum. 

Di bawah ini, kami membahas berbagai jenis adopsi yang terbatas 

pada masalah warisan yang ditemukan di wilayah tertentu. 
24

:  

a. Di Bali yang disebut adopsi sentana yaitu dengan mengadopsi anak 

perempuan sendiri, seseorang memperoleh hak dan kewajiban anak 

sulung bersamaan dengan pengangkatan tersebut. Ini juga untuk 

melanjutkan status kepala keluarga, sebagai satu-satunya anak laki-

laki yang mewarisi di Bali. Tindakan ini terjadi dalam keluarga tanpa 

anak.  

b. Di Lampung yang disebut dengan “Tambi Anak” yaitu Seorang gadis 

dibuat terlihat seperti laki-laki dengan menikahi Semend. Kemudian 

pernikahan, adopsi. Akibat Thambi Anak, anak angkat mewarisi dari 

menantunya untuk keperluan istri dan anak-anaknya, walaupun 

undang-undang mengatur menantu laki-laki yang bertanggung jawab, 

dalam prakteknya perempuan semen yang mengambil alih kekuasaan. 

Kebalikan dari Tambi Anak adalah Tegak Tegi, dimana laki-laki 

diambil oleh anggota kelompok.  
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 Dengan perkawinan ini, menantu diangkat dan mewarisi harta 

menantu untuk istri dan anak-anaknya.  

 Persyaratan ini dapat meringankan kesulitan yang timbul dalam 

perselisihan mengenai apakah adopsi anak adalah kebiasaan. 

 Adopsi dapat diajukan ke pengadilan jika orang tua angkat 

memerlukan persetujuan yang sah. Pengesahan ini sangat penting karena 

bertujuan untuk menghindari perselisihan mengenai hak anak angkat atas 

warisan dari orang tua angkatnya. 

 Permohonan untuk adopsi anak-anak yang memenuhi syarat 

diajukan ke pengadilan untuk ajudikasi yudisial. Pengadilan kemudian 

akan mengirimkan salinan keputusan adopsi kepada otoritas yang 

berwenang. Yang dimaksud dengan "otoritas yang berwenang" 

tergantung pada Mahkamah Agung
25

 Mahkamah Agung, Kementerian 

Sosial, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat 

Jenderal Imigrasi, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Kesehatan, 

Kementerian Dalam Negeri, Kantor Kejaksaan Agung, Kepaniteraan 

Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

 Rangkaian tata cara pengangkatan anak dimulai dengan 

penyerahan anak dari orang tua kandung kepada orang tua angkat di 

hadapan anggota keluarga, tetangga, sesepuh, dsb. Untuk kepastian 

hukum yang lebih besar, pengajuan persetujuan diperlukan di pengadilan 

negeri. Selain itu, akta kelahiran anak diajukan dengan perintah 
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pengadilan di kantor pendaftaran sehingga nama orang tua angkat dapat 

dimasukkan pada akta kelahiran anak. 

F. Akibat Hukum Pengangkatan Anak 

Persetujuan untuk mengadopsi anak telah menimbulkan akibat hukum. 

Artinya, hak dan kewajiban kedua belah pihak dalam hubungan keluarga 

orang tua angkat terhadap harta keluarga, termasuk kedudukan anak angkat 

dalam hubungan antara orang tua angkat dan orang tua angkat. , status angkat 

dalam hukum waris, status angkat orang tua angkat dalam perkawinan. 

Adopsi menetapkan hubungan hukum antara orang tua angkat dan 

anak angkat, serupa dengan hubungan antara orang tua dan anak kandung. 

Pemahaman seperti hubungan orang tua-anak menyiratkan adanya hubungan 

internal dan eksternal dan perlakuan yang adil antara anak kandung dan anak 

angkat. Perlakuan di sini meliputi pengasuhan, nafkah, pendidikan dan 

pelayanan dalam segala kebutuhan, tidak termasuk harta warisan orang tua 

angkat. 

Dari pengertian di atas dapat diartikan bahwa kedudukan anak angkat 

dan anak kandung adalah sama, kecuali dalam hal hak waris terhadap harta 

peninggalan orang tua angkat. Hal ini karena pengangkatan anak membentuk 

suatu hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, dan tanpa 

kecuali, orang tua angkat tidak membedakan antara anak angkat dan anak 

kandung, dan mengangkat anak angkat orang lain. Anak-anak, anak angkat 

harus anak dari orang tua angkat. 
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Dengan kata lain kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung, 

dan akibat hukum pengangkatan anak adalah anak mempunyai kedudukan 

hukum terhadap orang angkat, demikian pula pengangkatan anak. Di beberapa 

daerah di Indonesia, Anda secara hukum diakui sebagai keturunan Anda 

sendiri, termasuk hak untuk mewarisi harta yang ditinggalkan oleh orang tua 

angkat setelah kematian. 

Anak diadopsi karena unsur anak sangat penting bagi kebahagiaan dan 

kedamaian keluarga. Pentingnya pewarisan anak dari keluarga juga diakui 

secara tidak langsung dalam praktik, baik dalam hukum adat, Islam, maupun 

perdata. Ada anak angkat yang berhak mewaris dari orang tua angkatnya dan 

berhak mewarisi harta orang tua kandungnya. 

Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Hukum Waris, Pasal 209 

menyatakan: 
26

 

a. Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai 

dengan Pasal 176, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak 

menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyakbanyaknya 1/3 dari harta 

wasiat anak angkatnya. 

b. Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah 

sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.  

 

Anak angkat menyumbang sampai sepertiga dari harta warisan orang tua 

angkat, menunjukkan bahwa dalam hukum waris Islam, anak angkat masih 

dinilai dengan wasiat yang mengikat. 

Di beberapa daerah di Dompu, anak angkat dapat mewarisi baik dari 

orang tua kandung maupun orang tua angkatnya, namun masyarakat Dompu 
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mengatakan bahwa anak angkat “mewarisi baik dari orang tua kandungnya 

maupun dari orang tua angkatnya”. Pada prinsipnya anak angkat menjadi ahli 

waris yang sah dari orang tua angkatnya. 

Bukti bahwa seorang anak telah diangkat secara sah terdapat pada akta 

kelahiran anak tersebut, yang pada bagian belakang akta kelahirannya terdapat 

nama orang tua angkatnya oleh kantor catatan sipil. Oleh karena itu, dapat 

dikatakan bahwa anak angkat berhak atas harta peninggalan orang tua angkat, 

tetapi sebagai anggota keluarga orang tua angkat, ia berhak atas harta benda 

orang tua angkat. 

Hal ini dikuatkan dengan keputusan Mahkamah Agung tentang 

pengangkatan anak, keputusan Mahkamah Agung tanggal 15 Juli 1959 dalam 

Reg 182 K/Sip/1959, anak angkat berhak mewarisi harta orang tua angkatnya. 

Putusan ini pada dasarnya hanyalah penegasan dari putusan Mahkamah 

Agung sebelumnya, yang berbunyi:
27

: 

a. Anak kukut (anak angkat) tidak berhak mewaris barang-barang pusaka, 

barang-barang ini kembali kepada waris keturunan darah.(Putusan tanggal 

24 Mei 1958 Reg.No.82/K/Sip/1957).  

b. Hukum adat yang berlaku di provinsi Dongpu membolehkan anak angkat 

hanya mewarisi pusaka Gonozhini dari orang tua angkatnya, sehingga 

anak angkat tidak berhak mewarisi benda pusaka (warisan asli). 

(Keputusan 18 Maret 1959, Reg.No. 37/K/Sip/1959) dan Putusan 

Mahkamah Agung 14 Juli 1961, No. 284/K/Sip/1961, Dompu Common 

Law ) Pengangkatan Bupati Anak angkat tidak membagi harta orang tua 

angkatnya dengan orang tua kandungnya, dan hak waris anak angkat tidak 

hilang. 

 

Pada prinsipnya semua adalah ahli waris menurut common law yang 

berlaku bagi orang tua kandung atau angkatnya, namun ada kasus dimana 
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seseorang kehilangan hak waris karena perbuatan melawan hukum. 

Penipuan yang memungkinkan hilangnya hak waris.  

Mereka yang menentang pengangkatan anak menurut hukum adat 

dan akibat hukum yang akan datang, warisan orang tua atau ahli waris 

lainnya, antara lain; 
28

 

a. membunuh atau berusaha mencabut nyawa orang yang meninggal atau 

anggota keluarga dari orang yang meninggal; 

b. penganiayaan atau perusakan nyawa orang yang meninggal; 

c. Penodaan kehormatan ahli waris atau nama kerabat ahli waris dengan 

perbuatan salah atau perbuatan tercela, asalkan ahli waris atau ahli waris 

lainnya diketahui telah memberikan pengampunan, atau pengampunan 

itu dinyatakan dengan jelas dalam kata-kata, perkara, atau perbuatan 

sebelum atau selama pembagian harta warisan.  

 

Sebagai aturan umum, anak angkat menjadi ahli waris dari orang 

tua angkatnya hanya jika ia memiliki hak yang sama dengan anak 

kandung. Ia tidak berhak mewariskan harta benda dari orang tua 

angkatnya, kecuali dengan sumbangan sukarela. Meskipun demikian, 

seorang anak yang diangkat sebagai anak angkat orang lain menerima 

warisan dari orang tua kandungnya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Metode Yang Digunakan 

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 
29

 Penelitian 

kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan bahasa lisan 

dari orang-orang dan perilaku yang diamati Penelitian kualitatif adalah jenis 

penelitian yang didasarkan pada filosofi post-positivis, di mana peneliti 

adalah kunci instrumen objek alam. digunakan untuk mempelajari kondisi 

tersebut. 

Penelitian kualitatif dalam metode penelitian kualitatif ini sering 

disebut metode penelitian naturalistik karena dilakukan dalam kondisi 

alamiah (natural environment) disebut juga metode etnografi. Disebut metode 

kualitatif karena data yang dikumpulkan dan analisisnya lebih bersifat 

kualitatif. Singkatnya, metode kualitatif adalah metode investigasi yang 

digunakan untuk mempelajari keadaan suatu objek ilmiah (kebalikannya 

adalah eksperimen), di mana investigasi adalah alat utama, dan teknik 

pengumpulan data bersifat triangulasi (gabungan) Dilakukan, analisis data 

bersifat induktif dan penyelidikan. Temuan Penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna daripada generalisasi. 

B. Jenis Penelitian 

Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif empiris. 

Penelitian hukum normatif empiris merupakan metode penelitian hukum 
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normatif empiris. Metode ini menggabungkan pendekatan empiris dan 

normatif dan memiliki tiga kategori: studi kasus di luar hukum, studi kasus 

hukum, dan studi kasus dunia nyata. Ada perbedaan antara setiap pendekatan. 

a. Pendekatan non judicial case study, Ini adalah pendekatan kasus yang 

bebas sengketa, jadi tidak diperlukan intervensi ruang sidang. 

b. Pendekatan judicial case study, Ini adalah pendekatan konsekuensial 

terhadap konflik dan dengan demikian melibatkan intervensi yudisial. 

c. Pendekatan live case study, Pendekatan terhadap peristiwa hukum yang 

belum berlangsung atau diselesaikan. 

Penelitian hukum empiris adalah suatu cara untuk menjelaskan 

penelitian hukum yang bekerja dengan mengambil hukum sebagai makna 

yang sebenarnya dan menggali bagaimana hukum bekerja dalam 

masyarakat. Metode empiris melakukan penyelidikan individu yang relevan 

dengan kehidupan orang, penguasa dan badan hukum. 

C. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah di Desa Adu, Kecematan Hu’u, Kabupaten 

Dompu. karena di wilayah hukum tersebut terdapat calon anak angkat yang 

akan diangkat oleh wali anak. Dan waktunya di mulai dari tanggal 28 

Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022. 

D. Jenis Data 

1. Data PrimerData primer adalah Data diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah ini: orang 
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tua kandung, calon orang tua angkat, dan pihak berwenang setempat yang 

menjadi saksi dalam pengiriman adopsi. 

2. Data Sekunder adalah Hasil penelitian berupa dokumen resmi, buku, 

laporan, catatan harian, dan lain-lain yang diperoleh melalui perantara lain 

selain sumber primer. 

E. Sumber Bahan Hukum dan Data  

 Bahan hukum dan sumber data berasal dari bahan hukum. Bahan Hukum 

Primer dan Sekunder.
30

 

F. Analisis Data  

 Data yang diperoleh dari wawancara diolah dan disajikan dalam bentuk 

pernyataan-pernyataan yang logis dan sistematis yang menghubungkan fakta-

fakta yang ada dengan berbagai peraturan yang berlaku yang menjadi data. 

Selain itu, data yang diolah akan disajikan atau dijelaskan dalam deskripsi 

catatan yang jelas dan rinci. Penulis kemudian menghubungkan teori-teori dan 

ketentuan hukum yang terkait dengan masalah tersebut. Selain itu, penulis 

menggunakan cara deduktif untuk menguji kesimpulan mereka. Ini adalah 

cara menarik kesimpulan umum tentang hal-hal tertentu. 
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